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Dalam rangka penyelenggaraanEtika Hakim dalam lingkungan kekuasaan kehakiman yang bertujuan untuk menegakkan perilaku
hakim yang baik dan bermartabat, telah dibentuk sebuah Peraturan Bersama yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dan Komisi
Yudisial. Peraturan Bersama yang dikeluarkan tersebut salah satunya Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial
Nomor: 02/PB/MA/IX/2012 Nomor: 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku
Hakim.Peraturan Bersama tersebut merupakan sesuatu yang dibuat secara bersama-sama, disepakati dan mengikat sekelompok
orang/ lembaga dalam rangka mencapai suatu tujuan bersama.
Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan kekuatan mengikat Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial
menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, dan menjelaskan konsekuensi dan tanggungjawab dari kekuatan mengikat
Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.
Untuk memperoleh data dalam penulisan skripsi ini, digunakan metode penelitian hukum normatif dengan mempelajari buku-buku
teks, peraturan perundang-undangan, buletin dan jurnal ilmiah serta mengadakan pengakajian terhadap Peraturan Bersama yang
dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial yang dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kekuatan mengikat Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial menurut
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan
oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Konsekuensi dan tanggung jawab
dari kekuatan mengikat Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial yaitu hakim harus menempatkan Peraturan
Bersama ini sebagai bagian dari aturan yang harus dipatuhi oleh pihak yang terkait selama tidak bertentangan dengan peraturan
perundang-undanga serta hakim mempunyai tanggungjawab atau kewajiban dalam menegakkan prinsip Kode Etik dan Pedoman
Perilaku Hakim.
Agar Peraturan Bersama mempunyai kekuatan mengikat, maka disarankan perlu dilakukan penegasan terhadap Peraturan Bersama
Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dalam Hirarkhi Peraturan Perundang-undangan, agar tidak menimbulkan keraguan terhadap
kepastian hukum dari Peraturan Bersama ini. Disarankan perlunya dibentuk suatu formulasi baku sebagai wadah peraturan bersama
yang dibentuk antar lembaga dan/atau komisi negara, yang tentunya harus dimasukkan dalam hierarki peraturan
perundang-undangan.
